BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

/
Menimbang : a.bahwa dalam rangka implé {o%ré itas Nasichal

Penyederhanaan —Bjrokrs ndarigﬂu melakukan

Y

i IE& indh-ofganisasi, tugas dan

kabupaten Jember;

satir” Nomor 34 Tahun 2016 tentang

aran Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

f cktorat Kabupaten Jember sudah tidak sesuai dengan

2 pefkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016-Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Tahun 2016 Nomor 187;
Indonesia Nomor-640
5. Peraturan_Pémerint Non

2017 namor 63;

agaimana telah diubah dengan Peraturan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

ératuran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;



Menetapkan

10.

11.

12.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107

Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah,;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546}

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daérah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jerr epf@ r 3).

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jember.

Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Jember.

SIS T ol e

Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten

Jember.

7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada
Inspektorat Kabupaten Jember.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat
Kabupaten Jember.

9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada aya mempunyai

tugas membina dan mengawas
pemerintahan yang menjadi I(’T g
lain yang diberikan et€h-Bupati.

(4) Inspektorat-dalam Flﬂﬂﬂ?bl A éﬁ

-

pagd avat| (3}, me

bidang pengawasan dan

Glangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya;
. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Bupati;

A

penyusunan laporan hasil pengawasan,;
pelaksanaan administrasi Inspektorat;
pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan

S5m0

. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan

penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawabhi :

1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan



g.

h.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di ba
dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

. Inspektur Pembantu Wilayah 1 terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Inspektur Pembantu be bawah dan

Sekretariat
Pasal 4

ekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b,

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan

administratif ke dalam semua unsur di lingkup Inspektorat serta

tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian rencana program kerja dan anggaran

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan,

analis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring

dan evaluasi pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah

tangga;dan




e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Administrasi dan Umum
Pasal 5

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

mengelola administrasi kepegawaian;

a.
b.
c. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan perbendaharaan,
€.

melaksanakan verifikasi, akuntansi dan poran keuangan;
f.melakukan persiapan seluruh re pegawai dan

g menyusun la
tugas.

3 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, mempunyai tugas
melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah
pada perangkat daerah serta pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan
penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang tidak
berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

c. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;

d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;



e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f.pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya;

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

h. pengendalian mutu laporan hasil pengawasan;

i. pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan

j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai

bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 7

[ dimaksud

nyai
ru

(1) Inspektur Pembantu Khusus }a’gai

/
dalam Pasal 3 ayat ! afuf / A
melaksanakan peneegalia indak }Aﬂ dan

e

pengawasan - kﬁ@:}j eformalsi’ \t}‘ i“di daerah serta
kegis engdwal innya e

9 laksd an |tugak gaimana dimaksud pada ayat

u  Khusus mempunyai fungsi:

rle
Ay

enyusunan kebijakan terkait pemeriksaan

us dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat

yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi;
penyiapan penyusunan kebijakan terkait kegiatan
pencegahan korupsi;

c. penyiapan penyusunan kebijakan terkait
pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

e. Perencanaan dan pengkoordinasi program kerja pembinaan
dan pengawasan khusus;

f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat
Penegak Hukum, dan pihak lainnya;

g. perencanaan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja
sama APIP APH;

h. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemeriksaan
khusus terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan

wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;

i. pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara;



j- penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

k. penanganan Whistle Blowing System (WBS) dan Benturan
Kepentingan;

m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan khusus;

n. pengendalian mutu laporan hasil pengawasan; dan
0. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur
sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-tfiasi erdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

(1) Kelompok_d
pas Y
S\"?‘F‘ qg

jabatan pimpinan tinggi pratama

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan  rencana, pelaksanaan dan  pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing
uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang
berwenang.

(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordmator
ditetapkan oleh Bupati.




BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris,
Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing. o

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannys

awahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan
petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat
melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (4) huruf ¢ tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

(2) Dalam hal  Thasil pelaksanaan fungsi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf ¢ terdapat

indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian



10

keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada
Bupati dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI
ESELON JABATAN
Pasal 12

(1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau
Jabatan Pimpinan Tinggi.

(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu merupakan Jabatan
Struktural Eselon Illa atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa
atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Bagan struktur organis

erpisahkan dari

7

/ &
rat! 7é agaimana tercantum
gliarn 'o‘.h

dalam lampiran-ya
Peraturan Hatl int,
BAB VIII
ETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jember sampai
dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Jember
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Inspektorat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2016Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 32} Desember 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

Diundangkan di Jember - ]'
pada tanggal 3\ Daember 2021 '
- :‘_' g |

A\

X ' / tama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

-

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR (3}
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